BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah
sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah
hukum Polsek Lembang kabupaten bandung barat dihubungkan dengan
Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dilakukan oleh
pihak Polsek Lembang mampu menekan angka tindak pidana pencurian dan
jika dihubungkan dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
maka pelaksanaan patroli khususnya malam hari dan pelaksanaan operasi
kendaraan maka kedua penaggulangan tersebut dirasa merupakan upaya
terbaik dimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada yang
dijerat Pasal 363 biasa dilakukan pelaku pada malam hari, berkelompok dan
dilakukan dengan menggunakan kunci palsu.

2. Kendala utama pihak Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor adalah jumlah personel Polsek Lembang
yang hanya sebanyak 63 orang dibandingkan dengan volume kendaraan
bermotor yang terus meningkat di daerah Lembang tidak sebanding dan
secara tidak langsung menjadi hambatan bagi Kepolisian karena terdapat
korelasi antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan
angka kriminalitas curanmor di daerah Lermbang. Kendala selanjutnya yaitu

pelaku sebagian besar anggota sebuah jaringan yang sudah terlatih dan

68



69

terencana. Sehingga setelah terjadinya pencurian polisi kesulitan
mengungkap dan menyediki pelaku, kemana barang curian ditadah karena
sebagian penadah motor curian berdomisili diluar kota sehingga sangat sulit

untuk melacaknya.

B. Saran

1. Polsek Lembang hendaknya menambah jumlah personil serta adanya
peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas personil sehingga
mampu menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
dengan cepat dan tepat.

2. Polsek Lembang hendaknya lebih mempererat hubungan informasi di
dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan
Kepolisian daerah untuk membantu dan memudahkan penyidikan, serta
lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis

beserta jaringannya.
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